BAB IV
KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

A. Hak Politik ASN dibatasi dalam Pemilu

Aparatur Sipil Negara berada dalam posisi yang dilematis
oleh kepentingan politik.Di satu sisi, mereka adalah pegawai
negeri yang diangkat, ditempatkan, dan dipindahkan dan
diberhentikan oleh pejabat politik.Kondisi seperti ini
membuat karir mereka sering dikaitkan dengan kepentingan
politik PPK. Di sisi lain, ASN harus netral untuk menjaga
profesionalnya dalam menjalankan tata kelola pemerintah dan
pelayanan publik. Sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang
kekuasaan dan kewenanngan dalam pengelolaan anggaran
dan sumberdaya di dalam birokrasi, ASN sangat
dimungkinkan dijadikan “alat” bagi pejabat politik untuk
dapat mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan
kekuasaanya.Netralitas merupakan asas yang penting dalam
penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik, tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan.*

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu
mengendalikan, membimbing dan mengarahkan  seluruh

dimensi kehidupan bermasyarakat termasuk harus tanggap

“Jurnal, Gema Perdana, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi
Birokrasi (2019: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) h. 120
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terhadap perkembangan yang terjadi pada semua aspek
kehidupan  ekonomi, sosial, budaya, politik dan
keterlibatan.Untuk terwujudnya semua itu, maka diperlukan
ASN vyang professional, mandiri dan tidak terlibat dalam
kekuatan sosial politik manapun.Dan tidak menggunakan
jabatan dan pengaruh untuk tendensi keperpihakan kepada
salah satu calon atau bakal calon Kepala Daerah dalam
konteks Pilkada atau Pemilu. ASN harus menjunjung tinggi
prinsip netralitas dalam menyelenggarakan tugas Negara
sebagaimana kode etik sebagaimana dalam Peraturan
Pmenerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik. Dengan demikian jika prinsi ini
dipedomani maka akan menjadi basis idealismenya
pengabdian pada pelayanan public yang prima dan
mewujudkan tanggung jawab, moralitas, dan sisiplin
PNS/ASN dalam mengembang amanah negara.

Pemilu merupakan sarana kebebasan bagi masyarakat
untuk menentukan kepala daerahnya sendiri secara otomatis
adan mandiri, serta terbukanya ruang publik sebagai media
partisipasi publik untuk menyalurkan berbagai pendapat,
harapan, gagasan dan bentuk pikiran rakyat wahana untuk
mengembangkan demokrasi yang lebih terbuka. Namun
demikian partisipasi publik dan kebebasan masyarakat untuk
menentukan Kepala Daerah itu tidak berlaku secara totalitas

/keseluruhan untuk secara terbuka terlibat langsung dari
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proses dan cara penyaluran hak suara yang dimilikinya. Ada
berbagai aturan dan norma-norma hukum yang membedakan
pada keperluan atas status atau jabatan yang disandang
seseorang yang biasanya kita kenal secara umum dengan
status PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana
dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.?

Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting
untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang
professional.Netralitas ASN berkaitan dengan impartiality,
dimana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif,
tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari
konflik  kepentingan, dan  tidak  berpihak  pada
siapapun.Netralitas ASN terkait dengan kegiatan politik,
namun juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
pembuatan kebijakan, dan menejemen ASN.Ketidaknetralan
ASN berdampak pada profesionalisme pegawai ASN yang
berpengaruh secara signifikan terhadap penyelengaraan
pelayanan  publik  dan  efektivitas  penyelenggraan
pemerintahan.’

Sejalan dengan teori politik birokrasi, Frederickson dan
Smith yang menjelaskan bahwa, birokrasi seringkali

mendominasi unsuran-unsuran politik, atau dengan kata lain

2 https://bulikumba.bawaslu.go.id/13/08/2020/opini-kenapa-netralitas-
asn-dalam-pilkada-amat-riskan.htm

® Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Netralitas Aparatur Sipil
Negara Dalam Pilkada, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R,
2020) h. 26
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birokrasi melibatkan diri dalam pembuatan agenda kebijakan
dan aktivitas-aktivitas politik.”Dalam teori tersebut, birokrasi
dipandang sebagai individu yang memiliki emosi, tata nilai
dan tujuan yang tidak selamanya sesuai atau sejalan dengan
tujuan organisasi, sehingga melibatkan dirinya dalam politik
praktis yang menguntungkan.

Selain itu, Wilson dan Goodnow dalam teori kontrol
politik atas birokrasi menjelaskan bahwa, agar birokrasi tidak
terlibat dalam urusan-urusan politik, maka perlu adanya garis
pemisah atau dikotomi di antara kepentingan politik dengan
tugas administratif dari birokrasi.’Hal tersebut dikarenakan
politik dan birokrasi memiliki tujuan yang berbeda.Politik
memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan, sedangkan
birokrasi adalah pelaksana dari kebijakan tersebut.Keduanya
tidak dapat melakukan intervensi atas tugas yang dimiliki
karena dapat melahirkan ketidaknetralan.

Dikatakan dalam pasal 283 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 bahwasannya “Pejabat negara, pejabat
struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta
aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu
sebelumnya, selama, dan sesudah masa kampanye” dan pada

ayat 2 “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*Miftah Thoha, dkk. Governance Reformasi di Indonesia: Mencari

Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis dan Birokrasi Yang Professional
(Yogyakarta: Gava Media, 2009) h. 299

*Helma Liani, Keterlibatan Aparatur Sipil.... h. 84
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meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian
barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.®

Pada prinsinya, larangan terhadap hal berserikat dan ikut
berperan serta dalam aktivitas politik merupakan implikasi
dari kewajiban yang melekat pada PNS sebagai pengemban
jabatan pemerinahan yang independen dan objektif. Konsep
ini terdaat dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh
partai politik dan menjamin keutuhan, kekompakan, dam
persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian,
pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN
dilarang menjaga anggota dan/atau pengurus patai politik.
Selain itu ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 2 huruf f
Undang-undang ASN banwa “asas netralitas” adalah setiap
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh
manapun dan tidak kepada kepentingan siapapun.

Menurut  hasil  survei bidang pengkajian dan
pengembangan sistem KASN pada tahun 2018, terhadap
beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran netralitas
ASN. Faktor-faktor tersebut antara lain: pemberian sanksi
masih lemah, ketidaknetralan ASN yang masih dianggap
lumrah, kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral,
adanya intervensi dari pimpinan, kurangnya pemahaman

regulasi tentang netralitas ASN, adanya motif untuk

¢ Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
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mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, atau
proyek, serta adanya hubungan kekeluargaan atau

kekerabatan dengan calon.’

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Politik

Politik adalah cara, upaya, langkah atau siasat yang
dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan.
Politik praktis adalah upaya yang dilakukan organisasi politik
dalam rangka menyusun kekuatan politik dan menggunakan
kekuatan.Lawan dari politik praktis adalah politik
pembangunan, yaitu sebuah upaya, langkah atau strategi yang
dilaksanakan oleh suatu bangsa guna mewujudkan cita-cita
yang ingin diraihnya, sesuai dengan nilai-nilai idealisme,
nasionalisme, dan patrotisme yang dikandungnya.®

Tujuan dari politik praktis adalah untuk memegang
kekuasaan negara atau untuk mendapat kedudukan didalam
kekuasaan negara. Politik praktis sangat berbahaya karena
menghalalkan segala cara untuk menjegal taktik dan strategi
lawan politik. Hal tersebut banyak terjadi pada saat ini.
Hendaknya politik kebangsaan dengan sehat agar demokrasi

juga berjalan sehat.’

'Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Netralitas Aparatur Sipil

Negara Dalam Pilkada... h. 28

® Muhammad Rysad, Patologi Birokrasi: Dampak Buruk dari Politik

Praktis ASN, (Parodi llmu Administrasi Negara: Universitas Lancang Kuning)

h. 2

¥ Muhammad Rysad, Patologi Birokrasi: Dampak Buruk dari Politik

Praktis ASN.... h. 2
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Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik
acapkali muncul menjelang digelarnya Pemilu. Meskipun
larangan keterlibatan politik ini sudah diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN), nyatanya masih ada ASN yang mengabaikan
netralitas mereka dalam Pemilu.

Bentuk-bentuk keterlibatan tersebut antaralain membantu
dalam kampanye, membantu tim sukses dari pasangan calon
apalagi sampai menyalahgunakan fasilitas daerah berupa
mobil dinas untuk melakukan konsolidasi politik dengan
tokoh masyarakat dalam rangka pemenangan dari pasangan
calon yang didukungnya.*®

Idealnya, masyarakat mampu mengawasi dan melaporkan
keterlibatan ASN dalam berbagai aktivitas politik praktis di
Pemilu, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat
menindaklanjuti dengan diberikan punishment terhadap ASN
yang telah terlibat dan melakukan pelanggaran netralitas.

Hal tersebut, sebagaimana yang telah digariskan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.Dalam Pasal 93 dijelaskan bahwa tugas, kewajiban
dan wewenang dari adalah mengawasi netralitas ASN,
melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran
Pemilu yang dilakukan oleh ASN.*

19 Helma Liani, Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor
Sekretariat DPRD Kota Depok Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Depok,
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2019) h. 82

1 portal Resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, artikel
diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 22:23 dari
https://www.bawaslu.go.id/
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Dalam prakteknya, keterlibatan ASN dalam aktivitas-
aktivitas politik praktis disebabkan oleh berbagai faktor.
Adapun faktor-faktor keterlibatan ASN bisa disebabkan oleh
adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
antara kedua belah pihak yaitu ASN dengan pasangan calon,
motif ASN untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta
minimnya intergritas ASN untuk bersikap netral.

Berdasarkan fenomena faktor-faktor keterlibatan ASN
dalam politik praktis, maka dapat dikatakan bahwa terdapat
politisasi dalam tubuh birokrasi atau dengan kata lain
kepentingankepentingan politik telah mencampuri birokrasi.

Hal tersebut sejalan dengan teori Politisasi Birokrasi yang
dijelaskan oleh Rini Martini bahwasannya, seringkali
birokrasi menjalankan tugas dan melakukan tindakan
berdasarkan kepentingan-kepentingan politik. Dengan kata
lain urusan politik telah mendominasi dan mencampuri tugas
administratif.'?

Selain itu Kingdom dan Bardach menjelaskan bahwa,
administrasi  (birokrasi) dengan kepentingan-kepentingan
politik akan sulit dipisahkan, karena secara praktek tugas
administrasi dari birokrasi bukan hanya aktivitas teknis dan
netral dari politik.”> Akan ada keputusan yang dibuat dari

hasil proses tawar menawar dan negosiasi antara pejabat

12 Rini Martini, Birokrasi dan Politik (Semarang: UPT UNDIP Press,

2012), h. 20

% Hanaiah Hanafie, “Reformasi Birokrasi Di Kota Tangerang

Selatan”, h. 39-40
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eksekutif dengan birokrasi yang akan saling menguntungkan
kedua belah pihak, sehingga birokrasi melibatkan dirinya
dalam aktivitas politik praktis yang menguntungkan.

Padahal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 9, ayat 2
dijelaskan  bahwa: “Penyelenggaraan kebijakan dan
manajemen ASN harus bebas dari pengaruh kepentingan
politik, intervensi semua golongan dan partai politik serta
didasarkan pada asas netralitas.**

Keberpihakan yang dilakukan oleh beberapa ASN
terhadap pasangan calon pemilu yang dianggap mampu
memberikan keuntungan terhadap dirinya akan melahirkan
ketidak profesionalan dalam tubuh ASN. Hal tersebut
menyebabkan berkurangnya pemberian kinerja yang baik,
karena ASN hanya akan memikirkan berbagai keuntungan
yang didapatkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga
akan muncul politik balas budi terhadap salah satu calon yang
mengakibatkan ketidaknetralan dalam tubuh ASN.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 282 di
sebutkan ‘“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat
fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang
membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu

1
selama masa kampanye”. >

' Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
15 Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
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Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga
sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas
partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua
masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat
memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses
atau kemudian dalam memilih serta apakah masyarakat dapat
memilih  pemimpin yang benar-benar berkualitas yang
didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang
ia pilih.

Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas
karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak
pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau
substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan.
Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah
melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini
bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan
idak professional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan
lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah,
mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan,
bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari
daerah yang di pimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

Pada saat ini, persoalan yang marak terjadi adalah
masalah politisasi PNS yang bersinggungan dengan
penerapan asas netralitas dalam pemilihan umum

(Pemilu).Kekhawatiran publik terhadap keberpihakan PNS



91

memang tidak berlebihan karena institusi ini sangat rentan
dan mudah menjadi wilayah konflik kepentingan
politis.Berdasarkan fakta sejarah, terdapat beberapa hal yang
perlu dievaluasii terkait kerentanan status PNS dalam politik
praktis yaitu banyak kasus dalam Pemilihan Umum yang
menunjukan keterlibatan PNS dalam menyukseskan salah
satu pasangan calon kepada daerah didasarkan oleh adanya
iming-iming promosi jabatan.Dampaknya adalah semakin
buruknya kualitas pelayanan masyarakat serta semakin
terpuruknya citra pemerintah karena pembangunan sistem
kerja yang tidak professional dan memihak serta
menyampingkan asas netralitas.®

Berdasarkan pendapat W. Friedmann dalam buku Tedi
Sudrajat, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai hukum dalam
demokrasi modern yakni; Pertama, adanya perlindungan
hukum atas hak-hak individu dan masyarakat.Kedua,
kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan
mengabaikan perbedaan pribadi, rasa tau kebangsaan. Ketiga,
peran serta dalam pemerintahan baik langsung maupun
melalui lembaga perwkilan.Dan keempat, hukum berlahu bagi
semua golongan tanvitasa membeda-bedakan dalam suatu

negara.’

® Tedi Sudrajat, Rekontruksi Hukum Atas Pola Penanganan
Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil, (Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada: 2017) h. 447

' Tedi Sudrajat, Rekontruksi Hukum Atas Pola Penanganan
Pelanggarand..... h. 451
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Konteks negara hukum demokrasi, terdapat prinsip dasar

dari pemerintahan yaitu kesetaraan atau kesamaan politik

berupa setiap warga negara (termasuk PNS) memiliki hak

memilih dalam Pemilu. Kondisi inilah yang menciptakan

dilema dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena memilih

adalah hak, namun hak PNS tersebut dibelenggu oleh

pembatasan hak Asasi Manusia berupa penerapan asas

netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf UU No. 5
tahun 2014 tentang ASN

Implikasi dari adanya asas netralitas PNS adalah larangan:

1.
2.

Menjadi pengurus dan/anggota Patai Politik
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara:

Ikut serta sebgai pelaksana kampanye

Menjedi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut PNS

Sebagai peserta kampanye dengan PNS lain, dan/atau
Sebegai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden dengan cara:

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye, dan/atau
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d)
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Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pembagian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan
masyarakat

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memmberikan disertai fotocopy Kartu Tanda
Penduduk atau surat keteraangan Tanda penduduk
sesuai peraturan perundang-undanagan, dan
Memberiikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:

Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung
calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
Menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye.

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu calon
selamma masa kampanye, dan/atau
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang mejadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
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seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit Kkerjanta, anggota keluarga, dan
masyarakat.'®

Pada prinsipnya, larangan terhadap hak berserikat dan ikut
berperan serta aktivitas politik merupakan implikasi dan
kewajiban yang melekat pada PNS sebagai pengemban
jabatan Pemerintah yang independen dan objekttif. Konsep ini
terdapat dalam penjelasan Undang-undang ASN bahwa dalam
upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik
dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan
ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan
tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarangan menjadi
anggota/pengurus partai politik.

Peraturan tentang larangan PNS telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004, PP Npmpr 53
Tahun 2010 dan saat ini diatur pula dalam PP Nomor 11
Tahun 2017 tentang Menejemen PNS. Dalam praktiknya, asas
netralitas sering disampingi dalam ragam praktik aktivitas
pemerintahan, anatara lain:

1. Dominasi budaya patrimonial dan patriarki dalam
pemerinahan. Artinya bahwa biroktasi patrimonial
sebagai kelanjutan dan warisan dari nilai-nilai
tradisional pada masa kerajaan masa lampau yang

bercampur dengan gaya birokrasi colonial. Saat ini,

'8 Tedi Sudrajat, Rekontruksi Hukum Atas Pola Penanganan... h. 452



95

unsure etika budaya local atau buaya kerajaan dan
budaya modern telah bercampur dalam tatanan
birokrasi pemerintahan yang berkembang dan
mewarnai lingkunagn birokrasi Indonesia. Ciri-ciri
dari birokrasi patrimonial adalah Pertama, para
pejabat disaring atas dasar criteria pribadai. Kedua,
jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan
keuntungan. Ketiga, para pejabat mengontrol baik
fungsi politik maupun fungsi administrasi dan
keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungann
pribadi dan politik

2. Masih terdapat kesulitan untuk membedakan antara

kegiatan  administratif ~ formalistik  terselubung
terhadap pasangan calon tertentu, khususnya yang
berlangsung di luar jam dinas para PNS. Atas dasar itu
pelanggaran terhadap asas netralitas sulit untuk
dikabulkan.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua ragam persoalan di
atas telah menjadi pemicu dalam pelanggara netralitas PNS
dan walaupu sulit untuk ditanggulangi, namun pemerintah
seharusnya dapat menciptakan mekanisme yang dapat
meminimalkan persoalan pelanggaran kekuasaan dan
wewenang. Dalam logika hukum, ketika penormalan sudah

terbentuk, upaya yang selanjutnya dilakukan adalah

9 Tedi Sudrajat, Rekontruksi Hukum Atas Pola Penanganan... h. 452
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memungsukan norma melaui penegakan hukuman. Atas dasar
itu, maka konsep netralitas PNS adalah memberikan
pembatasan dan kepastian akan peran dari PNS atau
pemerintah. Adapun implikasi pembatasan adalah penegakan
dan kepastian hukum bagi seluruh PNS untuk melaksanakan

tugas secara professional

Implikasi Hukum Bagi ASN yang Terlibat Dalam Pemilu

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal
yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar event
Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara
calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak
memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi
pemerintahan.Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN
dalam Pemilu/Pemilihan, peraturan perundang-undangan
yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum
yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan, tetapi produk
hukum secara khusus mengatur tentang ASN yang
dikeluarkan lembaga kementrian.Bawaslu sebagai salah satu
lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang memiliki
fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang
menindaklanjuti temuan atas pelanggaran netralitas ASN.?

Pelanggaran netralitas ASN  diatur dibanyak peraturan

20 Aang Kunaifi, Netralitas ASN Dalam Pilkada dan Kewenangan

Bawaslu, (Devisi pengawasan dan sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur,
2020)
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perundang-undangan, baik yang berkaitan  dengan
Pemilu/Pemilihan yang secara khusus berkaitan dengan ASN

Pelanggaran ASN dalam Pemilu diatur dalam dalam
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (2)
huruf f tentang pemilu bahwasannya “Pelaksanaan dan/atau
tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang
mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI,
Kepala Desa, Perangkat Desa”

Larangan sebagaimana dimaksud pasal 280 masuk dalam
kategori tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam
Pasal 494 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum berbunyi “Setiap Aparatur Sipil Negara,
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau
anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).?

Namun larangan tersebut dialamatkan pada calon bukan
pada ASN nya secara langsung. Maka dalam pasal ini jelas
ASN termasuk subject hukum yang dilarang untuk membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu calon selama kampanye, sehingga

segala tindakan ASN baik berupa kebijakan/keputusan

2! Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
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maupun tindakan kongkrit yang dapat menguntungxkan atau
merugikan salah satu calon selama masa kampanye
merupakan delik pelanggaran Pemilu.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahum 2010 secara
tegas melarang PNS memberikan dukungan kepada calon
kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung

calon kepala daerah/wakil kepala daerah

2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan

dalam kegiatan kampanye

3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon masa kampanye

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan kepada calon yang menjadi eserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.?

Demikian juga pasal 11 huruf C PP No. 42 tahun 2004
juga memerintahkan PNS untuk menghindari komplik
kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Pasal ini
diperinci kembali oleh surat edaran menteri pendayagunaan
aparatur negara dan reformssi birokrasi (MENPANERBE)

22 Aang Kunaifi, Netralitas ASN Dalam Pilkada...
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bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yaitu berupa larangan
melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan

salah satu calon atau perbuatan yang menindikasikan terlibat

dalam politik praktis/berapiliasi dengan partai politik,

semisal:

1.

PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai
politik terkait rencara pengusulan dirinya ataupun orang
lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala
daerah.

PNS dilarang memasang sepanduk/baliho  yang
mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal
calon kepala daerah/wakil kepala daerah

PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal
calon kepala daerah/wakil kepala daerah

PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal
pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan
atau tanpa meggunakan atribut bakal pasangan
calon/atribut partai politik.

PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like,
komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan
gambar/foto baal pasangan calon kepala daerah melalui
media online maupun media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon
kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti
simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk
keberpihakan.
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7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada
kegiata pertemuan partai politik.

Ketentuan dalam SE.MENPAN.RB sebagimana diuraikan
diatas, hanyalah contoh-contoh mengenai perbuatan yang
mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu atau
yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi
dengan partai politik.

Berikut adalah mekanisme penjatuhan sanksi terkait ASN
tidak netral pada pelaksanaan Pemilu.?®

1. Pemanggilan

Tahap pertama dalam proses pemeriksaan
terhadap oknum ASN vyang diduga tidak netral
tersebbut dilakukan oleh pihak Panwaslu dengan cara
melakukan pemanggilan dilakukan 7 (tujuh) hari jam
kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Tahapan yang
dilakukan ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemeritan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini setelah adanya
pemanggilan yang dilakukan oleh Panwaslu, oknum
ASN yang diduga tidak netral tersebut diperiksa oleh

pihak Panwaslu yakni pemeriksaan dilakukan dengan

® Sunarti Sudirman, Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare, (Progeam Studi
Hukum Administrasi Negara: Universitas hasanuddin Makasar) h.70



101

Tanya jawab untuk pembuktian jika mereka
melakukan pelanggaran.Dalam tahap pemeriksaan ini
dilakukan secara tertutup.

. Penjatuhan sanksi

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku,
penjatuhan sanksi dilakukanoleh pejabat atau instansi
yang berwenang.Adapun yang berwenang
menjatuhkan sanksi yaitu Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) yang tetap menkoordinasikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian.

Adapun sanksi yang diberikan kepada
Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral sesuai
dengan tingkat pelanggaran ASN tersebut.Dimana jika
ASN melakukan kode etik maka dikenakan sanksi
moral maupun sanksi adminstrasi. Sedangkan ASN
melakukan pelanggaran terkait disiplin PNS maka
dijatunkan hukuman disiplin PNS, adapun bagi ASN
yang melakukan pelanggaran maka akan ada hukuman
disiplin ringan, sedang dan berat.

a) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
1) Teguran isan
2) Teguran tulisan, dan

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
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b) Jenis hukuman sedang menurut Pasal 7 ayat (2)

terdiri dari:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun,

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun, dan

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun.

Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah sebagi

berikut:
a)

b)

Memberikan ~ dukungan  kepada  calon
Presiden/Wakil ~ Presiden  dengan cara
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pembagian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya.

Memberikan dukungan kepada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu
Penduduk.
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c) Memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada keberpihakan kepada
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama,, dan sesudah kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya.**

c) Adapun hukuman disiplin tingkat berat menurut

Pasal 7 ayat (4) berupa:

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun

2) Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat
setingkat lebih rendah

3) Pembebasan dari jabatan, dan atau

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS, dan

5) Pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai
PNS.

Adapun pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

24 Dalam Peraturan Pemeritah Nomor 53 Tahun 2010
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a) Memberikan  dukungan  kepada  calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara
sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara.

b) Memberikan  dukungan  kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye.

¢) Memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau
membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye.”

Wewenang penegakan hukum sebenarnya merupakan
dominan dari hukum acara (hukum formil).Oleh
karenanya pengaturannya lebih banyak diatur oleh
lembaga yang menjalaninya, kalau Bawaslu berarti diatur
olen Bawaslu sendiri melalaui Perbawaslu, namun
dasarnya tetap mengacu pada undang-undang sebagai

25 Dalam Peraturan Pemeritah Nomor 53 Tahun 2010
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payung hukum yang memberikan kewenangan secara
murni.

Merujuk pada dasar hukum diatas, Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
wewenag lain yang diberikan peraturan perundang-
undangan, sehingga memilki kewenangan dalam
menindaklanjuti temuan atas netralitas ASN apabila delik
pelanggaran diatur di peraturan perundang-undangan lain
diluar perundang-undangan kepemiluan.

Pemerintah, melalui kementerian pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama
kementerian dalam negeri , Badan kepegawaian Negara,
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan
pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu RI
melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama
(SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawali
Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi ASN dan pejabat
Pembina kepegawaian (PPK) yang terbukti terlibat politik
praktis terancam sanksi hingga pemecatan.

Kemudian, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal
calon kepala daera wakil kepala daerah dengan atau
atribut bakal pasangan calon atau atribut partai
politik.PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau
menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal
calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang
digunakan sebagai keberpihakan.
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Birokrasi Tjahjo Kumolo memaparkan terdapat sanksi
bagi ASN yang turut serta dalam politik berdasarkan
bobot kesalahan.Sanksi paling ringan berupa teguran lisan
berikutnya teguran tertulis.Kemudian sanksi pernyataan
tidak puas secara tertulis, berlanjut dengan sanksi
penundaan kenakan gaji berkala selama satu tahun.

Ancaman lain berupa penundaan kenaikan pangkat
selama satu tahun. Ancaman lebih berat berupa penurunan
pangkat setingkat lebih  rendah  selama  satu
tahun.Penurunan pangkat setingkat lebih redah selama
tiga tahun.

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.Sanksi moral berupa pernyataan
secara tertutup atau pernyataan secara terbuka dan
terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.?°

26 Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi.

Htpps://manpan.go.id/, diakses pada tgl 23 Oktober 2020



